
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undarig- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 3041) se bagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

a. bahwa sehubungan dengan materi pada Peraturan Bupati 
Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi 
Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal di Daerah belum sesuai dengan 
kebutuhan serta Tugas Pokok dan Fungsinya, dipandang 
perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2013 
tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah 
dan Instansi Vertikal di Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 
tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah 
dan Instansi Vertikal di Daerah. 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

TAHUN 2013 NOMOR ~_s- 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

BU PAT I LAMPUNG SELATAN 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP 
PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988. tentang 
Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 
06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 23); 

13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2012 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rei kva t 

! 
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2. Ketentuan Pasal 2 angka III huruf B angka 5 dihapus, 
sehingga Pasal 2 angka III huruf B berbunyi sebagai 
berikut : 

II. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN 
PEMBANGUNAN: 

A. Membawahi : 
1. Bagian Perekonomian; dan 
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya 

Alam. 

B. Mengoordinir : 
1. Dinas Perhubungan; 
2. Dinas Koperasi, Perindustrian, 

Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah; 
3. Dinas Pertambangan dan Energi; 
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; 
5. Dinas Peternakan; 
6. Dinas Kelautan dan Perikanan; 
7. Dinas Perkebunan; 
8. Dinas Pekerjaan Umum; 
8a Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu; 

11. Badan Ketahanan Pangan; 
12. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan; 
13. PDAM Tirta Jasa; 
14. Kantor BPS; dan 
15. Kantor PLN. 

1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 2 angka I huruf B 
disisipkan I (satu) angka, yakni angka 8a, sehingga 
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung 
Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi Koordinasi 
Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2013 Nomor 06) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2013 
TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI 
VERTIKAL DI DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



BERITA D RAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 

Diundangkan di Kalianda, 
' ( 

pada tanggal \?-- JVM 2013 
Plt. SEKRETARIS DA H KABUPATEN LAMPUNG SELA TAN, 

Ditetapkan di Kalianda, 
pad a tanggal l ~ j tJ ~ 1 2 0 13 
BUPATI LAMPUNG SE TAN, 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Sela tan. 

Pasal II 

3. Ketentuan dalam Lampiran I, III dan IV diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, III 
dan IV Peraturan ini: 

III. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT : 

A. Membawahi : 
1. Bagian Kesejahteraan Sosial dan 

Kemasyarakatan; dan 
2. Bagian Bina Mental Spritual. 

B. Mengoordinir : 
1. Dinas Pendidikan; 
2. Dinas Pemuda dan Olahraga; 
3. Dinas Kesehatan; 
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; 
5. Dihapus 
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana; 
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. BOB 

BAZAR, SKM 
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
9. Kantor Kementerian Agama; dan 
10. Badan Narkotika Nasional. 



RYCK 

BUPATILAMPUNGSELAT 
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BUPATI ------------------------------------- --------------------------------------------------- INST ANSI W AKIL BUPATI VERTIKAL I 

!. STAF AHLI BUPATI BillANG 
PEMERINT AHAN, HUKUM DAN POLITIK 

2. STAF AHLI BUPATIBillANG 
K.EMASYARAKATAN DAN --------- SEKRETARISDAERAH ---------------------T--- --------------------------- SUMBER DAY A MANUS IA I 

I 

3. STAF AHLI BUPATI BillANG EKONOMI 
DAN PEMBANGUNAN INSPEKTORA T 

4. STAF AHLI BUPATI BillANG K.EUANGAN KABUPATEN 

I I 
ASISTEN BIDANG ASISTEN BIDANG ASISTEN BIDANG ASTSTEN BIDANG 

PEI\IERINT AHAN PEREKONOMTAN DAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMINISTRASI UMUM 
I I I 

I I I I I I 

I I Bagi an Mengoordinir: l. Bagi an Mengoordinir: l. Bagi an Mengoordinir: I. Bagi an Organisasi Mengoordinir: 
Pemerintahan l. Sekretariat DPRD Perekonomian l. Dinas Perhubungan Kesejahteraan l. Dinas Pendidikan I. Dinas Pasar, Kebersiha 

2. Dinas 2. Dinas Koperindag dan Sosial dan 2. Dinas Pemuda dan tl. Bagian Umum dan dan Keindahan 
2. Bagian Otonomi Kependudukan dan 2. Bagi an UKM Kemasyara- Olah raga Protokol 2. Dinas Pendapatan Daer 

Dae rah Pencatatan Sipil Pembangunan 3. Dinas Pertambangan katan 3. Dinas Kesehatan 3. Badan Kepegawaian, 
3. Dinas komunikasi dan Sumber Daya dan Energi 4. Dinas Sosial,Tenaga G. Bagian Tata Pendidikan dan Latihan 

3 .. Bagian Hukum dan lnformatika Alam 4. Dinas Pertanian TPH 2. Bagian Bina Kerja dan Transmigrasi Usaha Keuangan 4. BPKAD 
4. Dinas Kehutanan 5. Dinas Petemakan Mental 5. Dihapus 5. Kantor Perpustakaan, 
5. lnspektorat 6. Dinas Kelautan dan Spritual 6. Badan Pemberdayaan 4.Bagian Arsip dan Dokumentasi 
6. Badan Lingkungan Perikanan Perempuan dan Perlengkapan 6. Sekretariat Dewan 

J-lidup Daerah 7. Dinas Perkebunan Keluarga Berencana Pengurus Kabupaten 

DPRD 

--------, 
I 
I 

SEKRET ARIA T 
DPRD 

I. Bagian Umur 
2. Bagian Perun 

undangan 
3. Bagian Keuar 
4. Bagian Risala 

Persidangan 

n 

KORPRI 
7. Kantor Samsat 
8. Kantor Pelayanan Pajak 
9. Kantor Pos dan Giro 
I 0. PT. Bank Lampung 

7. RSUD Dr. J-11. BOB 
BAZAR,SKM 

8.BPBD 
9. Kantor Kementerian 

Agama 
10. Badan Narkotika 

Nasional 

8. Dinas Pekerjaan Umum 
8.a Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 
9. Bappeda 
10. BPMPPT 
11. Badan Ketahanan 

Pangan 
12. Badan Pelaksana 

Penyuluhan Pertanian, 
Peri kanan dan 
Kehutanan 

13. PDAM Tirta Jasa 
14. Kantor BPS 
15. Kantor PLN 

7. Badan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

8. Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

9. Satuan Polisi 
Pamong Praja 

l 0. Kecamatan 
11. Sekretariat KPUD 
12. Badan Pertanahan 

Nasional 
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Kantor PLN 

BUP A Tl LAMPUNG SE 

Badan Pelaksana Penyuluhan 
Pertan ian, Peri kanan, dan 

Kehutanan 
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ST AF AHLI BUP A TI ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN INSPEKTORA T 
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I I 
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Bagian Perekonomian 
Dinas Perhubungan I Dinas Pariwisata dan 

I .. - - 
I 

I 
I 

I ~--i I 

I Bagian Pembangunan dan 
I Dinas Koperasi, Perindustrian, BAPPEDA 

'------ 
L-- 
I Perdagangan dan UKM 

Sumber Daya Alam I 
I 

' ' I I I 
I Badan Penanaman 

----------1 
I 
I 

SEKRETARl 
DPRD 

I. Bagian Umum 
2. Bagian Perunda 

undangan 
3. Bagian Keuang. 
4. Bagian Risalah , 

Persidangan 

DPRD 

Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kebudayaan 

---------------1 

LAMP!RAN III PERATURAN BUPATl LAMPUNG SELAT 
NOMOR TAHUN 2( 
TANGGAL: 21 

I Dinas Pertambangan dan Energi 
r-- 
I 

I Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan L __ 
I Hortikultura 

~--i Dinas Petemakan 

I Dinas Kelautan dan Perikanan L-- 
I 
I 
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~--~ 
Dinas Perkebunan 
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~ - - -1 Dinas Pekerjaan Umurn 

INST AN 
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BAGAN ORGANISASf PELAKSANAAN KOORDlNAS[ 
ASISTEN BJDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 



I. Bagian Umum 
2. Bagian Perunda 

undangan 
3. Bagian Keuang: 
4. Bagian Risalah 

Persidangan 

Sadan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana BUPATI LAMPUNG SELAT 

Badan Narkotika Nasional 
I 
L-- 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

r- - - 
I 
I 
I 

Kantor Kementerian Agama 

y~ __ B_a_g_ia_n_B_in_a_M_en_t_a_I _sr_r_it_u_a_l -~ 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 

SEKRETARl 
DPRD 

Bagian Kesejahteraan Sosial dan 
kemasyarakatan 

I r---------------------------------, 

: 1 o p d d-k I : r RSUD r». Hi_ BOB BAZAR. SKM 
!- __ 1 mas en 1 1 an ~ __ 1~-----------~ 
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INSPEKTORA T 
KABUPATEN 

ASISTEN BIDANG 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

STAF AHLI BUP A Tl 

---------------------~--------------------------------------------, 
I I 
I I 

r--------------------- 
1 

SEKRET ARIS DAERAH 

BUPATI 
W AKIL BUP ATI 

DPRD INST ANSI 
VERTIKAL 

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPLJNG SELAT1 
NOMOR ".?51 ' TAHUN20 
T ANGGAL : ( '(). J U \'\,,\ 2C 

BAGAN ORGANISAST PELAKSANAAN KOORDTNASI 
ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

- . 
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